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ABSTRAK 

Pemilu merupakan pesta demokrasi yang dimana setiap warga 

Indonesia memiliki hak yang sama dan setara dalam ikut serta 

menggunakan hak pilihnya, hak berpolitik dan hak bersuara dalam 

pemilu. Pemilu digunakan sebagai alat kedaulatan rakyat dalam 

memilih anggota legislatif atau pemimpin eksekutif. Dalam pemilu 

dapat kemungkinan terjadi konflik antara peserta pemilu maupun 

antara penyelenggara Pemilu (KPU) dengan peserta. Pada Undang-

undang pemilu menyediakan sarana untuk penyelesaian konflik 

tersebut melewati mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu 

agar konflik yang terjadi dapat diselesaikan dengan adil. 

Penyelesaian sengketa pemilu dapat melalui Pengadilan Tata Usaha 

Negara jika salah satu pihak tidak puas dengan Putusan 

BAWASLU. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif 

yang menggunakan objek penelitian peraturan perundang 

undangan yang tertulis serta asas-asas hukum dengan cara meneliti 

aturan-aturan norma-norma hukum, pada penelitian ini berfokus 

pada undang-undang dan peraturan yang berlaku dalam 

masyarakat. Hasil dari penelitian ini PTUN memiliki ke.we.nangan 

untuk me.nangani se.ngke.ta yang be.rhubungan de.ngan ke.putusan 

atau tindakan administratif yang dike.luarkan ole.h pe.nye.le.nggara 

pemilu.  

Kata Kunci: Tata Usaha Negara; Penyelesaian Sengketa; Pemilihan 

Umum 

ABSTRACT 

Elections are a democratic party where every Indonesian citizen has the 

same and equal rights to participate in exercising their voting rights, 

political rights and voting rights in elections. Elections are used as a tool 

of popular sovereignty in electing legislative members or executive leaders. 

In elections, conflicts may occur between election participants or between 

election organizers (KPU) and participants. The election law provides a 

means for resolving these conflicts through an election process dispute 

resolution mechanism so that conflicts that occur can be resolved fairly. 

Election dispute resolution can be through the State Administrative Court 

if one of the parties is not satisfied with the BAWASLU Decision. This 

research uses a normative juridical method that uses the object of research 

written laws and legal principles by examining the rules of legal norms, 
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this research focuses on laws and regulations that apply in society. The 

results of this study show that the PTUN has the authority to handle 

disputes related to administrative decisions or actions issued by election 

organizers.  

Keywords: State Administration; Dispute Resolution; General Election 

 

 

PENDAHULUAN 

Indonesia adalah negara demokrasi yang dimana kedaulatan berada di tangan rakyat 

yang dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Yang 

dimana semua warga negara Indonesia mempunyai hak yang sama dan setara untuk mengambil 

keputusan yang bisa mengatur kehidupan mereka sebagai warga negara Indonesia, demokrasi 

dilaksanakan atas nama rakyat dan untuk rakyat. Demokrasi mengisyaratkan pemerintah 

berfungsi menurut kehendak mayoritas karena pada hakikatnya rakyat adalah pemegang 

kekuasaan dalam suatu negara. Pada negara demokrasi, pemilihan umum adalah salah satu 

sarana utama dalam proses pengelolaan negara dan pembentukan pemerintahan sebab pemilu 

merupakan wujud paling nyata dalam kedaulatan yang berada ditangan rakyat serta wujud 

paling nyata partisipasi rakyat dalam pengelolaan negara. Pemilu adalah sarana kedaulatan 

rakyat atas transparasi kehidupan berbangsa dan bernegara dalam memilih anggota parlemen 

mulai dari anggota DPR, DPRD, DPD dan pemilihan presiden dan wakil presiden yang 

diselenggarakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan 

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.  

Untuk mewujudkan tahapan pelaksanaan pemilu berjalan dengan baik dan berkualitas 

tentu harus memiliki lembaga-lembaga yang pasti dibuat khusus untuk mengurus pemilu, 

dengan itu pemerintah membuat lembaga untuk penyelenggaraan pemilu yaitu KPU (Komisi 

pemilihan Umum) yang bersifat independen atau mandiri. KPU memiki kewenangan untuk 

menetapkan hasil pemilu. Pemilu pertama kalinya diselenggarakan di Indonesia pada tahun 1955 

yang pada saat itu masih belum mengenal istilah pengawasan pemilu. Seiring berjalannya 

zaman, dikarenakan kurang percayanya masyarakat dalam proses pemilu yang diselenggarakan, 

pada tahun 2008 pemerintah mendirikan BAWASLU (Badan Pengawas Pemilu) yang merupakan 

badan pengawas independen yang berwenang mengawasi pelaksanaan proses pemilihan umum 

diseluruh Indonesia dan menangani pelanggaran-pelanggaran yang terjadi saat proses pemilu.  

Kewenangan dalam pembentukan pengawas pemilu merupakan kewenangan dari KPU. 

Dalam Pemilu dapat terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu atau penyelenggara 

pemilu, pelanggaran pemilu dapat terjadi pada setiap tahap proses pemilu dari tahap persiapan 

sampai tahap penghitungaan suara. Hal itu yang dapat membuat saingannya merasa 

diperlakukan dengan tidak adil dan melakukan protes kepada BAWASLU karena mereka 

merasa pemilu dilakukan dengan tidak adil dan telah merugikan mereka. Pelanggaran pemilu 

yang bersifat administrasi menjadi kewenangan Komisi Pemilihan Umum dalam 

menyelesaikannya Sengketa Pemilu meliputi beberapa jenis sengketa yang dalam Undang-

undang Pemilu dibedakan menjadi 4 (empat) jenis sengketa pemilu, yaitu: 

1) Pelanggaran Pemilu,  

2) Sengketa proses Pemilu,  

3) Perselisihan hasil Pemilu; dan 
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4) Tindak pidana pemilu. 

Sengketa bisa saja terjadi antara KPU sebagai penyelenggara Pemilu dengan peserta 

Pemilu atau pihak ketiga yang timbul karena dikeluarkannya suatu peraturan dan keputusan 

KPU. Penyelesaian sengketa pemilihan umum bisa diselesaikan secara jalur formal maupun 

informal dapat digunakan untuk mengimplementasikan metode penyelesaian sengketa pemilu 

electoral dispute resolution (EDR). Selanjutnya pada Pasal 469 ayat (1) dijelaskan bahwa Putusan 

BAWASLU dalam penyelesaian sengketa proses pemilu merupakan putusan yang bersifat final 

dan mengikat. Jika sengketa terjadi dikarenakan hasil dari pemilihan dapat diselesaikan oleh 

Mahkamah Konstitusi. Penyelesaian yang dilakukan Bawaslu ini dapat melalui dua tahapan, 

yaitu: 

a) Menerima laporan tersebut untuk dikaji; dan 

b) Mengundang pihak-pihak yang bersengketa melakukan musyawarah dan mufakat untuk 

mencapai kesepakatan.  

Jika mengenai penyelesaian sengketa proses pemilu para pihak tidak bisa menerima 

putusan BAWASLU, maka para pihak boleh mengajukan upaya hukum di Pengadilan Tata 

Usaha Negara. Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki peran yang sangat penting dalam 

menyelesaikan sengketa administratif terkait proses pemilihan umum. PTUN merupakan badan 

peradilan yang memiliki kewenangan menangani sengketa yang mucul dalam penyelenggaraan 

pejabat negara, termasuk sengketa yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu.          

 

METODE PENELITIAN 

Penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian 

yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan atau data sekunder seperti buku, jurnal 

dan dokumen lainnya, dan dengan cara meneliti peraturan perundang undangan yang tertulis 

dan asas-asas hukum. Penelitian ini lebih fokus pada peraturan, undang-undang, peraturan 

pemerintah, dan sumber hukum lainnya. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan sengketa tata usaha 

negara yang timbul dalam bidang Tata Usaha Ne.gara antara orang atau Badan Hukum Pe.rdata 

de.ngan Badan atau Pe.jabat tata usaha ne.gara, baik di pusat maupun di dae.rah, se.bagai akibat 

dike.luarkannya Ke.putusan Tata Usaha Ne.gara. PTUN me.miliki ke.we.nangan untuk me.nangani 

se.ngke.ta yang be.rhubungan de.ngan ke.putusan atau tindakan administratif yang dike.luarkan 

ole.h pe.nye.le.nggara pemilu, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu 

(Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Ke.we.nangan PTUN dalam 

Pe.nye.le.saian Se.ngke.ta Pe.milu sangat pe.nting untuk me.njaga ke.adilan dan ke.pastian hukum 

te.rkait de.ngan administrasi pe.milu.  Dengan demikian, secara normatif Pengadilan Tata Usaha 

Negara berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Proses 

Pemilihan Umum setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu telah dilkukan oleh Penggugat. 

Sengketa proses pemilu menjadi wewenang BAWASLU dan Pengadilan Tata Usaha Negara 

(PTUN). Setiap proses penyelesaian sengketa pemilu dilakukan sesuai dengan jenis sengketa 

yang timbul dan kewenangan masing-masing lembaga. Berikut adalah tahapan umum dalam 

penyelesaian sengketa pemilu: 
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1. Pengajuan Gugatan: Pihak yang merasa dirugikan mengajukan gugatan ke lembaga yang 

berwenang, seperti PTUN, MK, Bawaslu, atau DKPP. 

2. Proses Pemeriksaan: Lembaga yang berwenang akan diperiksa dokumen dan bukti-bukti 

yang telah diajukan oleh penggugat serta memberi kesempatan kepada pihak tergugat untuk 

memberikan tanggapan atau pembelaan. 

3. Mediasi atau Negosiasi: Pada beberapa kasus, lembaga yang berwenang (seperti PTUN) bisa 

melakukan mediasi atau mencari penyelesaian damai antara pihak yang bersengketa, 

meskipun tidak semua sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi. 

4. Putusan atau Keputusan: Setelah pemeriksaan, lembaga yang berwenang akan memberikan 

putusan atau keputusan. Putusan ini bisa berupa pembatalan ke.putusan pe.nye.le.nggara 

pe.milu, pe.milu ulang, atau sanksi te.rhadap pe.langgaran yang dilakukan. 

5. Eksekusi Putusan: Se.te.lah putusan dike.luarkan, pihak yang kalah harus me.laksanakan 

ke.putusan te.rse.but. Jika tidak dilaksanakan, pihak yang me.nang dapat me.ngajukan 

pe.rmohonan e.kse.kusi. 

Apabila salah satu pihak tidak puas de.ngan putusan, me.re.ka bisa me.ngajukan banding 

ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) untuk sengketa yang diajukan ke PTUN. 

Kasasi ke Mahkamah Agung (MA) juga bisa diajukan jika ada putusan yang dianggap melanggar 

hukum. Apabila masih tidak puas dengan putusan kasasi, para pihak dapat mengajukan upaya 

hukum Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung. Namun, upaya hukum Peninjauan Kembali 

hanya bisa diajukan satu kali. Proses penyelesaian sengketa pemilu melalui Pengadilan Tata 

Usaha Negara (PTUN) merupakan bagian penting dalam memastikan transparansi, keadilan, 

dan integritas dalam proses pemilihan umum. Upaya ini dapat memberikan solusi hukum yang 

adil dalam sengketa pemilu yang mungkin timbul. Meskipun PTUN memiliki kewenangan 

untuk menyelesaikan sengketa administrasi terkait pemilu, terdapat beberapa hal yang menjadi 

batasan kewenangannya: 

a. Sengketa Hasil Pemilu: Sengketa hasil pemilu, seperti hasil penghitungan suara atau hasil 

akhir pemilu, diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), bukan PTUN. 

b. Sengketa yang Berhubungan dengan Keputusan yang Bersifat Politik: Ke.putusan yang 

be.rhubungan de.ngan politik, se.pe.rti ke.putusan untuk me.nggugurkan calon atau partai 

politik, yang le.bih be.rsifat diskre.si politik, umumnya tidak dapat digugat di PTUN. 

PTUN be.rpe.ran dalam me.lindungi hak-hak warga ne.gara te.rkait de.ngan pe.laksanaan 

pe.milu. Jika ada ke.putusan atau tindakan administratif yang me.ngurangi atau me.langgar hak 

pilih se.se.orang, se.orang warga ne.gara me.rasa hak pilihnya tidak te.rcatat de.ngan be.nar dalam 

daftar pe.milih te.tap maka individu te.rse.but bisa me.ngajukan gugatan ke.pada PTUN untuk 

me.ndapatkan pe.mulihan hak. Apabila te.rdapat indikasi pe.nyalahgunaan we.we.nang ole.h 

KPU atau Bawaslu, PTUN bisa diminta untuk me.nilai apakah tindakan te.rse.but sah dan adil. 

Ke.putusan pe.nye.le.nggara pe.milu tidak se.suai de.ngan ke.te.ntuan hukum yang ada, PTUN 

me.miliki ke.we.nangan untuk me.mbatalkannya dan PTUN juga dapat me.mbatalkan 

ke.putusan yang dianggap tidak adil atau diskriminatif te.rhadap calon atau partai politik 

te.rte.ntu. Obje.k se.ngke.ta prose.s pe.milihan umum adalah ke.putusan KPU te.ntang partai 

politik calon pe.se.rta pe.milu.  

Ke.te.ntuan Pasal 3 ayat (1) Pe.rma Nomor 5 Tahun 2017, me.nye.butkan: Gugatan se.ngke.ta 

prose.s pe.milihan umum diajukan di pe.ngadilan di te.mpat ke.dudukan te.rgugat, paling lama 5 

(lima) hari se.te.lah dibacakannya putusan Bawaslu. Jika ke.te.ntuan te.rse.but dihubungkan de.ngan 
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je.nis ke.putusan yang dijadikan obje.k se.ngke.ta yang dapat digugugat di PTUN, maka dapat 

disimpulkan bahwa untuk se.ngke.ta te.rhadap ke.putusan KPU te.ntang Pe.ne.tapan Partai Politik 

Pe.se.rta Pe.milu dan Ke.putusan KPU te.ntang Pe.ne.tapan Pasangan Calon Pre.side.n/Wakil Pre.side.n 

yang dite.tapkan KPU RI yang be.rke.dudukan di Jakarta, maka pe.ngadilan yang be.rwe.nang 

untuk me.ngadili adalah Pe.ngadilan Tata Usaha Ne.gara Jakarta. Se.dangkan untuk se.ngke.ta 

Ke.putusan KPU te.ntang Pe.ne.tapan Daftar Calon Te.tap Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPD, 

DPRD Provinsi, DPRD Kabupate.n/Kota, maka pe.ngadilan yang be.rwe.nang me.ngadili adalah 

pe.ngadilan yang be.rada di Provinsi/Kabupate.n/Kota se.te.mpat. Pada Pasal 466 Undang-Undang 

Pe.milihan Umum, me.ngkate.gorikan se.ngke.ta prose.s Pe.milu me.jadi dua je.nis yang me.liputi 

se.ngke.ta yang te.rjadi antar Pe.se.rta Pe.milu dan se.ngke.ta pe.se.rta Pe.milu de.ngan Pe.nye.le.nggara 

Pe.milu se.bagai akibat dike.luarkannya ke.putusan KPU, ke.putusan KPU Provinsi, dan ke.putusan 

Kabupate.n/Kota. Se.be.lumnya ke.te.ntuan Pasal 469 ayat (1) te.lah me.nye.butkan bahwa Putusan 

Bawaslu me.nge.nai pe.nye.le.saian se.ngke.ta prose.s pe.milu me.rupakan putusan yang be.rsifat final 

dan me.ngikat, ke.cuali putusan te.rhadap se.ngke.ta prose.s pe.milu yang be.rkaitan de.ngan: 

a. Ve.rifikasi Partai Politik Pe.se.rta Pe.milu; 

b. Pe.ne.tapan daftar calon te.tap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupate.n/kota;  

c. Pe.ne.tapan Pasangan Calon. 

Dalam hal pe.nye.le.saian se.ngke.ta prose.s pe.milu se.bagaimana dimaksud ke.te.ntuan 

te.rse.but yang dilakukan ole.h Bawaslu tidak dite.rima ole.h para pihak, para pihak dapat 

me.ngajukan upaya hukum ke.pada Pe.ngadilan Tata Usaha Ne.gara. Calon anggota le.gislatif tidak 

bisa me.njadi pe.mohon se.ngke.ta tanpa diwakili ole.h partai politik yang me.ngusungnya. Be.ntuk 

pe.nye.le.saian se.ngke.ta administrasi atau se.ngke.ta Tata Usaha Ne.gara te.rdiri dari dua cara yaitu:  

1) Prose.s pe.nye.le.saian se.ngke.ta me.lalui upaya administratif  

Upaya administratif se.bagaimana yang dijelaskan pada Pasal 48 Undang-undang 

Nomor 9 Tahun 2004 te.ntang Pe.rubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Te.ntang 

Pe.radilan Tata Usaha Ne.gara (PTUN) me.rupakan bagian dari suatu siste.m pe.radilan 

administrasi. Upaya administratif te.rse.but adalah suatu prose.dur yang dapat dite.mpuh ole.h 

se.orang atau badan hukum pe.rdata apabila salah satu pihak tidak puas te.rhadap ke.putusan 

TUN yang dijalankan di lingkungan pe.me.rintahan itu se.ndiri. Upaya administraif 

se.bagaimana dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 05 tahun 1986 te.rdiri atas dua macam 

prose.dur: 

a. Banding Administratif: pe.nye.le.saian se.ngke.ta tata usaha ne.gara se.cara administratif yang 

dilaksanakan ole.h instansi atasan atau instansi lain yang me.nge.luarkan ke.putusan yang 

be.rangkutan. Banding administratif dilakukan de.ngan prose.dur pe.ngajuan surat banding 

administratif yang ditujukan kepada atasan pe.jabat atau instansi lain dan badan/pe.jabat 

tata Usaha Ne.gara yang me.nge.luarkan ke.putusan yang be.rwe.nang me.me.riksa ulang 

ke.putusan tata usaha ne.gara yang dise.ngke.takan (SE.MA No.2 tahun 1991 tanggal 9 juli 

1991). 

b. Ke.be.ratan: pe.nye.le.saian se.ngke.ta tata usaha ne.gara se.cara administratif yang 

dilaksanakan se.ndiri ole.h badan/pe.jabat tata usaha ne.gara yang me.nge.luarkan ke.putusan 

itu. Ke.be.ratan dilakukan de.ngan prose.dur pe.ngajuan surat ke.be.ratan yang ditujukan 

ke.pada badan atau pe.jabat tata usaha ne.gara yang me.nge.luarkan ke.putuan se.mula. 
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2) Prose.s pe.nye.le.saian se.ngke.ta me.lalui pe.ngadilan  

Pe.nye.le.saian se.ngke.ta me.lalui pe.ngadilan digunakan te.rhadap gugatan de.ngan 

obje.knya be.rupa Ke.putusan Tata Usaha Ne.gara yang dalam pe.raturan dasarnya tidak 

me.ngisyaratkan adanya pe.nye.le.saian se.ngke.ta me.lalui upaya administratif te.rle.bih dahulu, 

maka bisa digunakan prose.dur gugatan langsung ke. Pe.ngadilan Tata Usaha Ne.gara. Tentang 

menggunakan upaya pe.radilan, maka se.gi pe.nilaian Hakim te.rhadap Ke.putusan TUN 

didasarkan aspe.k re.chtmatighe.id (aspe.k le.galitasnya) saja. Alur pe.ndaftaran gugatan 

dilakukan de.ngan tata cara, se.bagai be.rikut: 

a. Pe.ngajuan gugatan atas se.ngke.ta tata usaha ne.gara Prose.s Pe.milu ke. Pe.ngadilan Tata 

Usaha Ne.gara, dilakukan se.te.lah upaya administratif di Bawaslu se.luruhnya te.lah 

digunakan/ dilakukan. 

b. Diajukan dite.mpat ke.dudukan Te.rgugat, paling lama 5 hari se.te.lah putusan Bawaslu. 

c. Diajukan se.cara langsung, atau me.lalui faksime.le. atau surat e.le.ktronik de.ngan 

me.nye.rtakan Ke.putusan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupate.n/Kota yang me.njadi obje.k 

se.ngke.ta. 

d. Be.ntuk te.rtulis dan format digital dalam me.dia pe.nyimpanan data e.le.ktronik (Flash disk) 

e. Me.nye.butkan alamat le.ngkap te.rmasuk alamat surat e.le.ktronik dan nomor te.le.pon 

Pe.nggugat atau kuasanya. Se.lain dalam be.ntuk te.rtulis juga dalam be.ntuk format digital. 

f. Dilampiri alat bukti yang dibubuhi mate.rai cukup yang be.rupa: putusan Bawaslu dan 

ke.putusan obje.k se.ngke.ta. 

Prose.s pe.rsidangan se.ngke.ta prose.s pe.milihan umum di Pe.ngadilan Tata Usaha ne.gara 

dilakukan se.cara te.rbuka untuk umum de.ngan tahapan pe.rsidangan: Pe.mbacaan Gugatan, 

Jawaban, Pe.mbuktian, dan Putusan. Maje.lis Hakim me.ne.ntukan apa yang harus dibuktikan, 

be.ban pe.mbuktian, be.se.rta alat bukti yang digunakan yang sahnya pe.mbuktian se.kurang-

kurangnya 2 (Dua) alat bukti. Pe.ngadilan Tata Usaha Ne.gara me.me.riksa dan me.mustus Se.ngke.ta 

Prose.s Pe.millihan Umum paling lama 21 (Dua Puluh satu) hari ke.rja te.rhitung se.jak gugatan 

dinyatakan le.ngkap, jika gugatan tidak le.ngkap akan dike.mbalikan dan dibe.ri waktu pe.rbaikan 

se.lama 3 (tiga) hari dan apabila dalam jangka waktu te.rse.but, pe.nggugat masih be.lum 

me.le.ngkapi gugatan maka maje.lis hakim dapat me.mbe.rikan putusan yang me.nyatakan gugatan 

tidak dite.rima. Hakim yang me.me.riksa se.ngke.ta prose.s pe.milihan umum di Pe.ngadilan Tata 

Usaha Ne.gara adalah me.je.lis khusus yang me.rupakan hakim tinggi khusus yang dite.tapkan 

be.rdasarkan ke.putusan Ke.tua Mahkamah Agung. Dan dite.tapkan pada hari pe.ndaftaran 

gugatan ole.h Ke.tua Pe.ngadilan de.ngan me.mpe.rhatikan syarat khusus yang dimiliki ole.h 

se.orang hakim, yaitu: 

a. Me.rupakan hakim karie.r dilingkungan Pe.ngadilan Tata Usaha Ne.gara 

b. Hakim khusus se.ngke.ta prose.s pe.milihan umum adalah hakim yang ditunjuk ole.h Ke.tua 

Mahkamah Agung se.te.lah dinyatakan lulus Pe.ndidikan se.rtifikasi Hakim Pe.milu. 

c. Maje.lis Hakim ditunjuk paling lama hari be.rikutnya se.te.lah gugatan didaftarkan di 

pe.ngadilan 

d. Hakim khusus wajib me.nguasai pe.ne.gtahuan te.ntang pe.milu 

e. Hakim yang te.lah me.laksanakan tugasnya se.bagai hakim minimal 3 (tiga) tahun. 
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KESIMPULAN 

PTUN me.miliki ke.we.nangan untuk me.nangani se.ngke.ta yang be.rhubungan de.ngan 

ke.putusan atau tindakan administratif yang dike.luarkan ole.h pe.nye.le.nggara pemilu, seperti 

Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan 

Penyelenggara Pemilu (DKPP). Pada proses pemilu jika salah satu pihak merasa dirugikan, maka 

bisa mengajukan protes kepada BAWASLU, namun apabila salah satu pihak tidak dapat 

menerima putusan BAWASLU, maka bisa mengajukan gugatan ke PTUN. Se.ngke.ta prose.s 

Pe.milu me.jadi dua je.nis yang me.liputi se.ngke.ta yang te.rjadi antar Pe.se.rta Pe.milu dan se.ngke.ta 

pe.se.rta Pe.milu de.ngan Pe.nye.le.nggara Pe.milu se.bagai akibat dike.luarkannya ke.putusan KPU. 

Be.ntuk pe.nye.le.saian se.ngke.ta administrasi atau se.ngke.ta Tata Usaha Ne.gara te.rdiri dari dua 

cara yaitu: Prose.s pe.nye.le.saian se.ngke.ta me.lalui upaya administratif dan Prose.s pe.nye.le.saian 

se.ngke.ta me.lalui pe.ngadilan. Dengan hakim yang me.me.riksa se.ngke.ta prose.s pe.milihan umum 

di Pe.ngadilan Tata Usaha Ne.gara adalah me.je.lis khusus yang me.rupakan hakim tinggi khusus 

yang dite.tapkan be.rdasarkan ke.putusan Ke.tua Mahkamah Agung. 
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